
                                                                                   
 
 
 
 

LAPORAN SINGKAT 
KOMISI II DPR RI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Tahun Sidang : 2015-2016 
Masa Persidangan :  I 
Rapat Ke : 49 
Jenis Rapat :  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) 
Dengan : Bidan PTT 
Sifat Rapat :  Terbuka 
Hari,Tanggal :  Senin, 28 September  2015 
Waktu :  Pukul 13.00 WIB s.d Selesai 
Tempat :  Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)   
Acara       : Audensi/Konsultasi  
Ketua Rapat :  Drs. H. Dadang S Muchtar/ Anggota Komisi II DPR RI 
Sekretaris Rapat :  Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI  
Hadir :  2 Anggota Komisi II DPR RI 

1. Drs. H. Dadang S Muchtar/F-PG 
2. Artelia Dahlan/F-PDIP 

  
I. PENDAHULUAN 

A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Bidan PTT pada hari 
Senin, 28 September 2015 dibuka pada pukul 14.10 WIB yang dipimpin oleh Anggota  
Komisi II DPR RI, Drs. H. Dadang S Muchtar dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
  

B. Ketua Rapat menyampaikan agenda RDPU dengan Bidan PTT terkai dalam Tuntutan 
Forum Bidan PTT Indonesia untuk diangkat menjadi PNS.  
 

C. Ketua Rapat mempersilahkan Sekretariat Forum Bidan PTT Indonesia untuk 
memberikan penjelasan terkait kedatangannya ke Komisi II DPR RI. 
 
 

II. CATATAN 

A. Forum Bidan PTT Indonesia memberikan penjelasan : 
 
1. Mulai tahun 2007/2008, Bidan PTT yang berjumlah se-Indonesia kurang lebih 

45.000 mulai resah akibat pembatasan masa kerja bidan PTT yaitu 9 tahun. Dalam 
9 tahun bekerja bidan PTT tidak memiliki perbedaan beban kerja dengan bidan 
PNS, kami menjadi ujung tombak penyelenggara di desa-desa. Karena ada surat 
kemenkes akhirnya bisa pengangkatan kembali/perpanjangan masa kerja tiap 1 
tahun sekali (kami harus menunggu surat kemenkes setiap tahunnya).  
 

2. Menteri Kesehatan sudah menyampaikan pada Menteri PAN dan RB bahwa Bidan 
PTT yang sudah memiliki masa bakti 2x sudah dapat diangkat menjadi CPNS. 
Namun rekomendasi dari Menkes belum mendapat tanggapan dari Menteri PAN 
dan RB. 

TERBATAS 

(Untuk Kalangan Sendiri) 
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3.  Bidan PTT tidak termasuk tenaga honorer kategori I dan kategori II sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 padahal Bidan PTT sangat 
mengharapkan dapat diangkat menjadi CPNS. 

  
B. Komisi II DPR RI menerima aspirasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang 

disampaikan oleh Forum Bidan PTT Indonesia dan selanjutnya akan 
mengkonsultasikannya dalam Rapat Kerja dengan Menteri PAN dan RB. 
 

 

III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 15.05 WIB. 
 

 

 

 

 

 

Jakarta, 28 September 2015 
 Anggota Komisi II DPR RI 

 

ttd 

 Drs. H. Dadang S Muchtar 
  A-263 

 


